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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong.

Rencana program dan kegiatan prioritas dibiayai melalui Belanja langsung, yang dianggarkan terkait secara secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN. Dalam menentukan Program Prioritas Daerah Tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, serta antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Kabupaten, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang RPJMD

2. Memperhatikan dan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam SDG’s

3. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, pengendalian banjir, penataan bantaran sungai, jaringan jalan dan jembatan yang memhubungkan kantong-kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar/pekan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan menular, penanggulangan gizi buruk, penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta mendorong jaminan kesehatan daerah

5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan bidang pendidikan dan peningkatan aksesibiltas pendidikan

6. Penyediaan dan peningkatan layanan air bersih setiap rumah tangga,penataan MCK, sanitasi, persampahan, polusi dan pencemaran air dan tanah diperdesaan.

7. Optimalisasi penggunaan lahan pertanian dan perkebunan guna peningkatan perekonomian masyarakat

8. Optimalisasi pengelolaan SDA berkerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

9. Identifikasi dan penataan Lahan Objek Wisata guna optimalisasi pengelolaan oleh pemerintah daerah

10. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta akuntabel 

11.  Mengintegrasikan pencapaian target standar pelayanan minimum (SPM) yang mencakup pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, perhubungan, ligkungan hidup, permberdayaan perempuan, perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan katahanan pangan 

12. Peningkatan permberdayaan masyarakat desa dibidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas.
13. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan managemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, permberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM.

14. Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan aset kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan  benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional.

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, trategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah, adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut :
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